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PERANAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL
ASING DI JAWA TIMUR DALAM ALIH TEKNOLOGI

Oleh:
Minuk Triyanti

Perusahaan Penanaman Modal Asing berperan dalam alth teknologi melalui peralatan-
peralatan perusahaan, termasuk di dalamnya adalah paket wesin dan melalui Tenaga Kerjo Warga
Megara Asing Pendatang yang dibawa dari negaronya. Cara terjadinga alih teknologi adalah
melalui metoda pendidikan dan latihan yang disediakan oleh perusahsan PMA dan melalui
penggantian Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang kepada Temagn kerja Indonesia.
Adapun peranan Perusahaan Penanaman Modal Asing dalam alih teknologi baru berada tahap
pertama dart beberapa fahapan proses alih feknologi  yang digariskan oleft Badan Koordinasi
Penanaman Modal, yaifu pada tahap kemampuan Tenaga Kerja Indonesia untuk mengoperasikan
peralatan mesin,

Sebagai negara berkembarng Indonesia masih  membutuhkan  perusahaan PMA wntuk
embantu dalam hal permodalan, manajemen maupun teknologl. Namun  demtikian, keberadaan
perusahagn PMA tidak boleh menyebabkan terjadinya ketergantungan teknologt, Oleh karena ifu
sudah saatnya apabila pemerintah Indonesia membuat UL fentang Alih Teknologi yang dapat
melindungi kepenfingan [ndonesia, schingga tujuan diffinkannya investasi asing yaitu wntuk

memodernisast dan merubah struktur ekonomi Indonesia dapat tercapa,

1. Pendahuluan

Sebagal negara vang sedang ber-
kembang, Indonesia masih memerlukan
berbagai potensi yvang berasal dari luar
negeri seperti modal, ketrampilan mana-
jemen dan teknologi canggih. Kesemuanya
itu diperlukan karena potensi yang berasal
dari dalam negeri dirasakan belum cukup
memadai untuk mendukung pelaksanaan
pembangunan ekonomi pada khususnya
dan pembangunan nasional pada umum-
nya.

Untuk menutup keterbatasan po-
tensi dalam negeri tersebut, maka pada
tahun 1967 diundangkan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman
Modal Asing (UUFMA), sebagai upaya
bangsa Indonesia untuk memanfaatkan
modal asing secara maksimal  untuk
membantu  mempercepat  pembangunan

ekonomi nasional, Modal asing digunakan
dalam bidang-bidang atau sektor-sektor
yang dalam waktu dekat belum dapat
dilaksanakan oleth modal Indonesia
sendiri. Secara fsik perkembangan ini
terlihat dari berdirinva berbagai proyek
atau perusahaan modal asing diberbagai
sektor ekonomu yang lokasinva tersebar di
seluruh Indonesia. Selain itu masuknya
modal asing juga membawa akibat terja-
dinya pergeseran pada pola perekonomian
Indonesia, vaitu dari pola perekonomian
agraris menuju pola perekonomian indus-
kri.

Pergeseran pola perekonomian ini
selaras dengan Pembangunan Jangka Pan-
jang Tahap Kedua vang menitikberatkan
pada bidang ekonomi dengan pengpgerak
utamanya sektor industri untuk mendu-
kung sektor pertanian (GEHN 1993),
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Sebagai penggerak roda pereko-
nomian, pembangunan industri diharap-
kan mampu menghasilkan pertumbuhan
ekonomi yang cukup tnggi, memperluas
lapangan kerja dan meningkatkan pen-
dapatan masyarakat Indonesia secara me-
rata dan meluas. h samping itu, dengan
mempunyai  industri yang benar-benar
efisien, Indonesia diharapkan mampu
bersaing  dengan negara lain  dalam
menghadapi arus globalisasi vang makin
meluas diberbagai segi kebudupan.

Pola  perekonomian mdustri ini
akan membawa konsekuensi bahwa bang-
sa Indonesia harus mampu menguasai
teknologi  karena teknologi  merupakan
salah satu faktor yang menentukan keber-
hasilan pembangunan industri. Kenvataan
yang ada, penguasaan dan kemampuan
teknologi Indonesia dewasa ini masih
berada "di lantai dasar eskalator® tek-
nologs dunia, bahkan di kawasan Asia,
posisi Indonesia masih berada di upung
belakang. Rendahnya posisi Indonesia itu
tercermin dari sedikitnya jumlah ilmuwan
dan teknisi yang dimiliki Indonesia bila
dibandingkan dengan jumlah {lmuwan
dan teknisi vang dimiliki oleh negara-
negara di Asia lainnya (Nasution, 1992
345).

Mengingat terbatasnya kemam-
puan Indonesia untuk menguasai dan
mengembangkan teknologi sendiri, maka
salah satu cara vang harus ditempuh
untuk mengejar ketinggalan ini adalah
dengan  mengadakan program  alih
teknologi. Pengertian alih teknologi di sini
adalah teknologi vang berasal dari negara
maju  dialihkan ke iIndonesia dengan
berbagai macam cara, antara lain melalyi
fasilitas penanaman modal asing,

Sebenamya inti dari pengertian alih
teknologi ini adalah adanya kebutuhanp
teknologi dari pihak penerima teknologi
dan adanya pemilik teknologi yang

menawarkan teknologinya serta proses

pengaturan pengaliban teknologi itu sen-

dirt. Namun dalam kenyataannya, proses
alih teknelogi itu sendiri bukanlah proses
yang sederhana dan murah biayanya.

Disamping itu alih teknologi juga me-

libatkan  kegiatan-kegiatan vang saling

berhubungan vyang meliputi: kegiatan
untuk mengidentifikasi teknologi apa vang
sesuai dengan kebutuhan pembangunan
ekonomi, mengevaluasi dan memilih dari
berbagai teknologi yang sesuai, adaptasi
dan penyerapan teknologi, eksploitasi dari
teknologi dan pembangunan hasil eks-
ploitasi tersebut secara maksimum dalam
berbagai sektor ekonomi serta berbagai
macam kegiatan lainnya (Sumantoro,

1993:25).

Apabila proses alih teknologi yang
meliputi berbagai macam kegiatan seperti
tersebut di atas dapat dilaksanakan de-
ngan lepat, maka alih teknologi akan
dapat memberikan sumbangan vang besar
dalam meningkatkan modernisasi industri
di negara sedang berkembang seperti
halnya Indonesia,

Bagi Indonesia, sejak diundang-
kannya UUPMA tahun 1967, banyak
teknologi  asing masuk ke Indonesia
melalui perusahaan penanaman modal
asing (PMA), karena hal ini memang
dimungkinkan oleh UUPMA. Pasal 2
UUPMA menjelaskan bahwa yang terma-
suk modal asing adalah:

a. Alat-alat pembayaran luar negeri yang
tidak merupakan bagian dari kekayaan
devisa, yang dengan persetujuan pe-
merintah  digunakan untuk pembi-
ayaan perusahaan Indonesia,

b. alat-alat untuk perusahaan, termasuk
penemuan-penemuan baru milik orang
asing dan bahan-bahan vang dima-
sukkan dari luar ke dalam wilayah In-
donesia, selama alat-alat tersebut tidak
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dibiayai dari kekayaan devisa Indo-
nesia,

¢, bagian dan hasil perusahaan vang
berdasarkan ULl PMA tidak ditransfer
tetapi dipergunakan untuk membiayai
perusahaan di Indanesia.

Dari pengertian modal asing di
atas, dapat diketahui bahwa teknologi
asing termasuk dalam pengertian modal
asing, sehingga pada dasamya modal dan
teknologi asing yang dibawa oleh peru-
sahaan penanaman modal asmg {investor
asing) ke Indonesia merupakan paket
modal vang tidak dapat dipisahkan.

Disamping Pasal 2 UUPMA di atas,
aspek-aspek alih teknologi dianggap dapat
juga ditampung dalam Pasal 12 UUPMA
vang menyebutkan bahwa:
"Perusahaan-perusahaan  modal  asing
berkewajiban menyelenggarakan dan
atau menyediakan fasilitas-fasilitas dan
pendidikan di dalam dan atau di luar
negeri secara teratur dan terarah bagi
warga negara Indonesia dengan tujuan
agar  berangsur-angsur  lenaga-tenaga
WNA dapat digantikan oleh tenaga WNL"
Dengan demikian maka tenaga kerja
Indonesia akan dapat menguasai peralatan
vang mutakhir dan teknik yang mantap
unfuk mengoperasionalkan mesin-mesin
yang digunakan dalam perusahaan. Pada
gilirannya, tenaga kerja Indonesia akan
mampu  melanjutkan dan mengembang-
kan teknologi mutakhir yang telah di-
perolehnva untuk kepentingan pemba-
ngunan nasional. Dengan demikian, maka
jelaslah bahwa menurut Pasal 12 UUPMA,
proses alih teknologi dimungkinkan terjadi
melalui ‘pendidikan, latihan ketrampilan
dan pengalaman vyang diberikan oleh
perusahaan PMA kepada tenaga kerja
Indonesia vang bekerja pada perusahaan
FMA vang bersangkutan.

Dari Fasal 2 dan Pasal 12 tersebut
di atas, dapat dilihat bahwa alih teknologi

yvang dimungkinkan terjadi  melalui
fasilitas penanaman modal asing ind adalah
dalam bentuk penanaman modal langsung
yvaitu berbentuk modal dan pendidikan
serta latihan ketrampilan. Kenyataan vang
terjadi  dalam praktek, tidak semua
perusahaan PMA mengalihkan teknolo-
ginya melalui penanaman modal secara
langsung tetapi melalui berbagai macam
perjanjian bisnis yang diadakan dengan
pengusaha nasional, misalnya menga-
dakan licence agreement, technical assistance
agresment, turn key agreement, joint operation

agreement,  know  how agreemien!  dan
sebagainya (Lubis, 1992:126).
Untuk menarik minat investor

asing agar menanamkan modalnya di
Indonesia, Pemerintah Indonesia telah
menempuh berbagai cara yaitu dengan
telah diluncurkannya paket-paket deregu-
lasi dan debirokratisasi. Langkah-langkah
deregulasi dan debirokratisasi, misalnya
Pakto 1993 yang memiliki nuansa kuat
pada sisi penyederhanaan hambatan-
hambatan birokrasi dan Peraturan Peme-
rintah nomor 20 tahun 1994 yang mem-
berikan peluang yang sangat besar pada
investor asing vang menyangkut sektor-
sektor usaha maupun komposisi saham,
serta pemberian insentif dan berbagai
kemudahan lainnya yang diberikan
pemerintah kepada investor asing, pada
dasarmya ditujukan untuk mempercepat
masuknya teknologi ke Indonesia.

Walaupun berbagai  kemudahan
telah diberikan, temvata proses alih
teknologi yang terjadi melalui  fasilitas
penanaman modal asing ini tidak mudah
untuk dilaksanakan sesual dengan yang
diharapkan. Banyak hambatan vang
menyebabkan proses alih teknologi tidak
berjalan dengan lancar. Hambatan tersebut
muncul dari pihak investor asing sebagai
pemilik teknologi dan pihak penerima
teknologt 1tu sendiri.
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Sebagaimana diketahui bahwa per-
ttmbangan investor untuk menanamkan
modalnya ke suatu negara atau ke dalam
suatu sektor tertentu didasarkan atas
pertimbangan bahwa tingkat keuntungan
vang lebih besar daripada ditabung di
bank atau investasi di dalam negerinya,
pertimbangan untuk memperoleh pema-
saran yang lebih bagus, bahan baku dan
tenaga kerja vang murah, serta per-
timbangan lainnya seperti vang dicer-
minkan dari kebijaksanaan ekonomi per-
dagangan NEgATANYa {Sumantoro,
1986:115). Pertimbangan-pertimbangan in-
vestor ini pada prinsipnva hanva motf
mencari keuntungan sehingga sering Hdak
memperhatikan kepentingan negara tem-
pat modalnya ditanam.

Hambatan yang berasal dari pe-
nanam modal bukanlah merupakan ham-
batan satu-satunya vang menyebabkan
maksud dan tujuan alih teknologi tidak
dapat tercapai secara maksimal. Dalam
praktek, segala keterbatasan yvang dimaliki
bangsa Indonesia sebagai penerima tek-
nologi juga merupakan hambatan serius
vang perlu segera dibenahi. Salah satu
hambatan serius tersebut adalah belum
mantapnya perangkat hukum/ peraturan
perundang-undangan yang mengatur alih
teknologi, sehingga alih teknologi yang
terjadi justru merugikan pihak penerima
modal itu sendiri.

Sampai saat ini, pengaturan mas-
alah alih teknologi secara nasional belum
dibuat secara lengkap dan masih tersebar
dalam berbagai peraturan perundang-
undangan dan kebijakan yang sifatnya
interdepartemental, antara lain terdapat
dan tersebar dalam UUPMA, UUPMDN,
UL Paten, Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata khususnya Buku Il tentang
Perikatan. Keadaan seperti ini memberikan
pengaruh terhadap proses alih teknologi
di  Indonesia.  Peraturan  perundang-

undangan yang lengkap dan komprehensif
akan memberikan jaminan kepastian
hukum, Dengan adanya kepastian hukum,
maka negara-negara maju yvang berkei-
nginan untuk mengalihkan teknologinya
ke Indonesia baik melalui penanaman
modal maupun perjanjian bisnis [ainnyva
tidak dihinggapi keraguan karena kepen-
tingannya sudah terhndungl.

Keadaan belum mantapnya pera-
turan perundang-undangan vang khusus
mengatur tentang allh teknologi, dapat
merugikan posisi Indonesia sendin sebagai
negara fujuan modal asing. Hal imi terjadi
karena adanya fasilitas modal asing belum
akan menjamin terjadinya alih teknologi.
Padahal untuk saat sekarang ini, Indonesia
sangal berkepentingan agar proses alih
teknologi dapat terjadi dan berjalan seperh
yvang diharapkan schingga dapat digu-
nakan untuk memperlancar pembangunan
ekonomi dan dapat berfungsi sebagai
katalisator bagi pengembangan teknolog
dalam negeri.

A. Gambaran Penanaman Modal Asing
di Propinsi Jawa Timur

fawa Timur merupakan propinsi
vang makmur dan berkembang dengan
pesat. Pertumbuhan ekonomi selama pelita
V mencapai ¥ % pertahun melebihi target
yvang ditetapkan yaitu sebesar 5 %
(BKPMD Jahm, 1997). Kondisi pereko-
nomdan Jatim ini cukup menjanjikan bagi
para imvestor untuk menanamkan mo-
dalnya.

Dalam beberapa tahun terakhir im
pemerintah  mendorong  sektor swasta
untuk lebih berperan dalam meningkatkan
perftumbuhan ekonomi di Jawa Timur.
Karenma sumber dana sektor swasta di
dalam negeri sangat terbatas, maka
perusahaan  penanaman  modal  asing
(PMA) diberi kesempatan untuk mela-
kukan investasi. Perusahaan PMA

m
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memegang peranan yvang cukup penting,
tidak hanya sebagai sumber dana saja

melainkan juga sebagai wahana alih
teknologi baru dan  ketrampilan baru.
Bersamaan dengan alih teknologi tersebut
dapat tercipta lapangan kerja baru vang
akan mempercepat tercapainya tingkat
kesejahteraan yang lebih merata bagi
semua lapisan masvarakat.

Sejalan  dengan aliran investasi
vang semakin deras di Propinsi Jatim,
Pemda Jatim telah menetapkan kebijak-
sanaan Tata Ruang untuk lokasi investasi.
Lokasi bagi perusahaan yang berpolusi
berat diarahkan lokasinya di Pantai
UtaraJawa Timur yaitu mulai dari Tuban,
Lamongan, Gresik dengan perencanaan
limbah B 3 dapat diolah industri industri
pengolahan limbah di Cerme Gresik,

Tata Ruang Jawa Timur bagian selatan
diperuntukkan  Agroindustri  terutama
untuk pengolahan  pertanian  tanaman
pangan, perkebunan dan perikanan yang
didukung oleh adanya tempat pelelangan
ikan di Pantai Selatan Malang dan Dry port
Rambi Puji untuk pengiriman eksport
melalui Banyuwangi,

Perkembangan penanaman modal
asing di Jatim menumukkan hasil yang
menggembirakan. Data di BKPMD Jatim
menunjukan, secara kumulatif sejak Maret
1967 sampai dengan Juni 1997 nilai
persetujuan PMA adalah sebesar US$
26,979,566 juta dengan jumlah proyek
sebanyak 479 buah.

B. Peranan Perusahaan Penanaman Mo-
dal Asing dalam Alih Teknologi

Sejak  diundangkannyva UUPMA
tahun 1967, banyak teknologi asing yang
masuk ke [ndonesia melalui  fasilitas
penanaman modal asing, sehingga hal ini
memungkinkan terjadinva proses alih
teknologi,

Secara normatif, berlangsungnya
proses alih teknologi mi dilegitimasi dalam
beberapa pasal dalam UUPMA. Pasal 2
UUPMA  menegaskan bahwa alat-alat
perusahaan, penemuan-penemuan  baru
milik orang asing dan bahan-bahan vang
dimasukkan dari luar ke dalam wilayah
Indonesia, merupakan bagian dari modal
asing. Oleh karena itu dapat diketahw
bahwa pada dasamya mesin-mesin
mutakhir dan paket teknologi yang berada
di dalamnya, yang dibawa oleh peru-
sahaan  PMA  untuk  kepentingan
perusahaan  vang bersangkutan meru-
pakan paket modal yang tidak dapat di-
pisahkan.

Aspek-aspek alih teknologi dapat
juga ditampung kedalam Pasal 12 UUPMA
yang menvebutkan bahwa:
"Perusahaan-perusahaan modal asing ber-
kewajiban menyelenggarakan dan atan
menyediakan fasilitas-fasilitas dan pen-
didikan di dalam atau di luar negeri secara
teratur dan terarah bagi warga negara
Indonesia dengan tujuan agar secara
berangsur-angsur  tenaga-tenaga warga
negara asing dapat digantikan oleh tenaga
warga negara Indonesia®

Maksud yang tersirat dari Pasal 12
UUPMA i jelas bahwa Tenaga Kera
Warga Negara Asing Pendatang (TKW-
MAF) yang bekenja di perusahaan PMA
hanyalah bersifat sementara. Untuk itu
perusahaan PMA diwapbkan untuk me-
latih dan mendidik tenaga kerja Indonesia
vang bekena di  perusahaannyva agar me-
nguasai peralatan mutakhir yang digu-
nakan oleh perusahaan. Dengan demikian
dapat diharapkan bahwa pada gilirannya
nanti tenaga kerja Indonesia (TKI) dapat
menggantikan kedudukan TEWNAP.
Eemampuan TKl menguasai teknologi
asing setelah dididik dan dilatth secara
terarah dan teratur ini menunjukkan telah
terjadi proses alih teknologi di dalam
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perusahaan PMA tersebut. Lebih lanjut
diharapkan agar proses alih teknologi
vang terjadi tidak berhenti sampai pada
tahap penguassan untuk mengopera-
sionalkan mesin-mesin saja, akan tetapi
dapat berlanjut sampai pada tahap pe-
ngembangan teknologi.

Dari Pasal 2 dan 12 UUPMA di atas
dapat diketahui bahwa terjadinya alih
teknologn yang berasal perusahaan PMA
berasal dari dua sumber yaitu:

1. DPari unsur modal asing yang salah
salunya adalah alat-alat perusahaan
(mesin) dan  penemuan  baru
(teknologi) dan

2. Dari unsur tenaga kerja asingnva yang
menguasai pakel teknolog,

3. Proses alih teknclogi dapat berjalan
lancar apabila perusahaan PMA
bersikap  konsekuen mendidik dan
melatih temaga kerja Indonesia (TKI)
untuk  menguasai  teknologl  yang
dimiliki.

Dari hasil peneliian di lapangan
serta  keterangan yang diperoleh dari
BEKPMD Jawa Timur dan Kanwil Tenaga
Kerja Jawa Timur dapatiah diketahui
bahwa perusahaan PMA belum bersung-
guh-sungguh melaksanakan progam pen-
didikan dan latihan ketrampilan (Diklat)
yvang mengarah terjadinya alih teknologi
Alasan vang dikemukakan oleh peru-
sahaan PMA vang belum menyediakan
fasilitas diklat adalah: besamya biaya fa-
silitas diklat, kuatir akan terjadi pem-
bajakan TKI yang telah selesar mengikuti
progam diklat cleh perusahaan lan, sudah
membayar Dana Pengembangan Keahlian
dan Ketrampilan (DPKK) sehingga peru-
sahaan tersebul merasa tdak perlu lagi
melaksanakan progam diklat.

Menurut penulis, alasan vang di-
kemukakan oleh perusahaan PMA terse-
but, terlalu mengada-ada mengingat fa-
silitas-fasilitas yang didapat dar peme-
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rintah Indonesia, dan keuntungan yang
nanti akan diperoleh oleh perusahaan
tidak sebanding dengan biaya vang akan
dikeluarkan oleh perusahaan PMA untuk
mendidik dan melatih TKI.

Sebenamya, BEPMD yang mempu-
nyal tugas untuk mengadakan peman-
tauan, evaluasi, pembinaan dan pe-
ngawasan lerthadap pelaksanaan pena-
naman modal vang ada di daerahnya,
berwenang  untuk menclak menerbitkan
IKTA / IKTA perpanjangan bagi peru-
sahaan vang belum melaksanakan prog-
ram diklat. Mamun demikian, dalam ke-
nyataannya, setiap permohonan [KTA/
IKTA  perpanjangan  yang  sudah
memenuhi persyaratan termasuk persya-
ratan penvelenggaraan diklat, akan dika-
bulkan oleh BKPM/BKPMD, terlepas
apakah persyaratan tersebul telah benar-
benar dilaksanakan dengan baik  atau
belum oleh perusahaan pemohon IKTA
perpanjangan tersebut.

Eeterbatasan sumber daya manusia
vang ada di BKPMD tidak memungkin-
kan untuk  mengadakan pemantavan
langsung ke perusahaan secara rutin. Hal
ini yang menyebabkan BKPMD tidak me-
ngetahui secara persis apakah perusahaan
sudah melaksanakan program diklat atau
belum. Apalnla  temyata dalam peman-
tauan yang dilakukan oleh staf Monitoring
secara langsung ke perusahaan menemu-
kan kenyataan bahwa perusahaan tersebut
belum melaksanakan program diklat,
maka pihak BKPMD menegur agar peru-
sahaan  yang bersangkutan segera me-
menuhi  kewajibannya untuk menye-
lenggarakan program diklat Kurang
adanya koordinasi vang balk antara bi-
dang Pengendalian dan Pengawasan
dengan bidang Perifinan BEKPMD Jatim,
merupakan salah satu penyebab kurang
efektifnya pelaksanaan program  diklat
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yang mengarah terjadinya proses alih

teknologi.

Selain BKPMD, instansi lain yang
Juga berwenang mengawasi pelaksanaan
diklat adalah Depnaker. Namun demikian,
pengawasan yang dilakukan oleh Kanwil
Depnaker Jabim belumlah optimal.  Se-
lama ini, langkah pengawasan vang
ditempuh oleh Kanwil Depnaker Jatim
adalah dengan memperketat ijin kerja
TEWNAP, namun langkah ini belum di-
imbangi dengan langkah pemantauan ke
lapangan secara rutin, mengingat keter-
batasan sumber daya manusia. Hal inilah
yang menyebabkan pengawasan tidak
dapat berjalan secara optimal.

Kurang efektiinya pelaksanaan pro-
gram diklat ini menyebabkan kurang ber-
hasilnya program Penggantian TKWNAP
dengan TKl vang merupakan salah satu
tujuan diadakannya diklat. Hal ini berartd
bahwa proses alih teknelogi vang diha-
rapkan terjadi belum dapat berlangsung
seperh yang diharapkan.

1. Adapun alasan vang dikemukakan
oleh perusahaan PMA yang belum
menye-diakan program diklat adalah:

4. Perusahaan yang bersangkutan merasa
sudah  membayar DPKK  (Dana
Pengembangan Keahhan dan
Ketrampilan) sebesar US § 100 per
bulan untuk setiap TKWMNAP.

3. Perusahaan menganggap bahwa TK]
vang sudah terseleksi bekera di
perusahaan  ini  dianggap sudah
mampu menjalankan tugasnya walau-
pun tidak dididik dan dilatih secara
khusus.

4. Elesiensi waktu dan biaya, karena
penyelenggaraan diklat membutuhkan
waktu yang lama dan dana vang relatif
besar.

Apabila peranan PMA dalam alih
teknologi diukur d menggunakan
kriteria yang ditetapkan oleh BKPM, vang

PUSAT PENGEAJIAN HUKUNY DAN PEMBANGUNAN PERSPEKTIF, Valame Moud, Th

menggariskan  bahwa alih  teknologi

melalui  perusahaan PMA  dilakukan

melalui tiga tahap, vaitu:

1. Tahap pertama, proses alih teknologi
yang menyangkul penguasaan tentang
bagaimana mengoperastkan  mesin-
mesin pabrik {operator).

L Tahap kedua, proses alih teknologi
yvang menyangkut kemampuan
industri dalam negeri untuk membuat
mesin-mesin pabrik.

3. Tahap ketiga, proses alih teknologi
vang meningkat pada kemampuan
industri untuk menghasilkan berbagai
macam mesin-mesin perkakas.

Maka peranan PMA dalam alih
teknologi baru berada pada tahap yang
pertama  yaitu  unfuk mengoperasikan
mesin-mesin  pabrik saja, belum pada
tahap kedua yaitu kemampuan untuk
membual mesin. Menurut hemat penulis,
ada beberapa faktor vang menjadi
penyebab  alih teknologi masih sulit dilak-
sanakan, antara lain:

1. Faktor yang berasal dari perusahaan

1. PMA

2. Masih banyak perusahaan PMA vang
mempekerjakan  TKWNAP,  belum
mengadakan progam diklat untuk
mendidik serta melath TEI (seperti
vang diwajibkan oleh pasal 12 UU Ne.
1 Tahun 1967 dan pasal § avat (2)
Keppres MNo. 75 Tahun 1993), dan
masih banyak pula perusahaan PMA
yang belum menunjuk TKl yang
bekerja pada perusahaan tersebut
untuk menjadi tenaga pendamping
pada jenis pekerjaan yang dipegang
oleh TEWNAFP (seperti yang diwa-
jibkan oleh pasal 8 ayat (2) Keppres
MNo. 75 Tahun 1995. Perusahaan vang
tdak mematuhi ketentuan ini dapat
dikenakan sanksi berupa pencabutan
Keputusan Pengesahan Rencana Pe-
nggunaan TKWNAP (pencabutan RP-

Perumanan PMA & Savwa Timur
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TKA} oleh BKPM dan/atau penca-
butan fjin mempekerjakan TKWMNAP
oleh Menteri Tenaga Kerja (pasal 12
ayat (1} Keppres No. 75 Tahun 1973
tentang Penggunaan TKWNAT).
Sebagian  besar program dikiat yang
diadakan oleh Perusahaan PMA tidak
mengrunakan metode vang  jelas,
sistemnatis, ferarah sehingga menyebab-
kan kurang berhasilnya tujuan diklat
it sendiri, yaitu  tegadinya alih
teknologi. Kurang efektifnya pelaksa-
naan program diklat ini menyebabkan
hanya terjadi sedikit penggantian
TEWMNAF ke TKI, padahal dengan
adanya penggantian ini maka diha-
rapkan terjadinya alih teknologi dari
TEWNAP kepada TEI.

. Perusahaan PMA sendiri enggan untuk
memberikan teknologinya dengan
mudah ke Indonesia. Kebanvakan pe-
rusahaan PMA maupun PMA vang
foint  venture  mendatangkan mesin-
mesin produksi secara langsung dari
negara asalnya disertai dengan tenaga
ahli untuk menjalankan mesin tersebut.
Sesampainya di Indonesia, tenaga ahl
tersebut hanya mendidik TK] terbatas
hanya untuk menjalankan mesin
tersebut (paket peralatan mesin). Jadi
apabila mesin  tersebut  mengalami
kerusakan, maka hanya dapat
diperbaiki oleh temaga ahli ftu sendiri,
bahkan ada beberapa mesin yang
mengalami kerusakan  tidak dapat
diperbaiki di Indonesia sehingga harus
di refmport ke  megara asal investor
tersebut

4. Faktor penyebab yang berasal dar TKI

Kemampuan TKl yang bekerja pada
perusahaan relatif masih terbatas. Hal
ini tampak pada ketidakmampuan TKI
itu  sendini untuk menggant  jenis
pekerjaan vang dulu dipegang oleh

TEWNAP,  walaupun TKI  yang
bersangkutan sudah  dididik/ dilatih/
menjadi tenaga pendamping TKWNAP,
Fengalaman di lapangan menunjukkan
bahwa ternyata TKI pendamping
tersebut  sering  tidak siap untuk
menggantikan posisi TKA tersebut ka-
rena keterbatasan kemampuan TE] itu
sendiri. Hal seperti ini pernah dialami
oleh sebuah pabrik gula buatan di
Fasuruan vang menggunakan TKW-
NAF dalam pengolahan rasa. Ternyata,
setelah TEWNAFP pulang ke negara
asal, TKl pendamping tdak dapat
membuat formula untuk menciptakan

rasa yang sama dengan gula produksi
sebelumnya.

3. Faktor vang berasal dari nstansi

pemerintah

Terbatasnyva sumber daya manusia
vang ada baik di Kanwil Depnaker
Jatim (khususnya bagian Penyaluran
dan Penempatan Tenaga Kerja),
maupun di BKPMD Jatim. Keterba-
tasan sumber daya manusia ini me-
nyebabkan kurang efektifnya peman-
tavan pelaksanaan diklat dan peng-
gantian TKWNATP vang dilakukan oleh
Kanwil Depnaker Jahm maupun BK-
PMD Jatim, Kenyataan ini jelas dapat
menjadi  hambatan bagi terjadinya
proses alih teknolog.

Kurang adanva koordinast yang baik
antara BEPMD Jatim dengan pihak
Kanwil Depnaker Jatim, khususnya
dalam hal pengawasan pelaksanaan

program  diklat dan  penggunaan
TEWNAF oleh perusahaan PMA.

Kesimpulan

Perusahaan Penanaman MModal A-

sing berperan dalam alib teknologi melatui
peralatan-peralatan perusahaan, termasuk
di dalamnya adalah paket mesin dan

====“==_====E=*========
Perananan PMA di Jawa Timar
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melalui Tenaga Kerja Warga Negara Asing
Pendatang yang dibawa dari negaranya.
Cara terjadinya alih teknologi  adalah
melalui metoda pendidikan dan lathan
yang disediakan oleh perusahaan PMA
dan melalut penggantian Tenaga Kerja
Warga Negara Asing Pendatang kepada
Tenaga kerja Indonesia. Adapun peranan
Perusahaan Penanaman Modal Asing
dalam alih teknologi baru berada tahap
pertarna dar: beberapa tahapan proses alih
teknologi  vang digariskan oleh Badan
Koordinasi Penanaman Modal, vaitu pada
tahap kemampuan Tenaga Kerja Indonesia
untuk mengoperasikan peralatan mesin.
Sebagai negara berkembang Indonesia
masith - membutuhkan  perusahaan PMA
untuk membantu dalam hal permodalan,
manapmen  maupun teknologi, Namun
demikian, keberadaan perusahaan PMA
tidak  boleh menyebabkan terjadinya
ketergantungan teknologi. Oleh karena itu
sudah  saatnya  apabila  pemerintah
Indonesia membuat  UU tentang  Alih
Teknologi  yang  dapat  melindungi
kepentingan Indonesia, sehingga tujuan
diffinkannya investasi asing vaitu untuk
memodernisast  dan  merubah  strukbur
ekonomi Indonesia dapat tercapas.
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